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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian bab sebelumnya mengenai Perlindungan Hukum 
Terhadap Pekerja Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari Menurut 
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ( Studi Kasus 
Di PT. ADMIRA Kabupaten Trenggalek ) dapat ditarik kesimpulan bahwa : 
1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Yang 
Bekerja Pada Malam Hari Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan ( Studi Kasus Di PT. ADMIRA Kabupaten 
Trenggalek ) tidak terlaksana dengan baik karena ada beberapa hak 
pekerja perempuan yang tidak sepenuhnya terlaksana yaitu tidak di 
sediakan fasilitas antar jemput bagi pekerja perempuan yang bekerja pada 
malam hari dan tidak di sediakan makanan dan minuman bergizi kepada 
para pekerja yang bekerja pada malam hari. 
2. Faktor-faktor yang menghambat Pelaksanaan Perlindungan Hukum 
Terhadap Pekerja Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari Menurut 
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi 
Kasus Di PT. ADMIRA Kabupaten Trenggalek) adalah : 
a. Faktor penghambat dari pihak pengusaha hanya menyediakan mes bagi 
para pekerja tetapi pekerja memanfaatkan mes tersebut kalau tidak 
membawa kendaraan sendiri atau tidak di antar jemput oleh keluarga 
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maupun tidak dapat barengan dari teman kerja, dan pengusaha tidak 
mau dirugikan mengeluarkan biaya untuk memenuhi makanan dan 
minuman bergizi pekerja khususnya pekerja perempuan yang berkerja 
pada malam hari. 
b. Faktor penghambat dari pihak pekerjanya adalah kurangnya kesadaran 
dari pekerja akan resiko bekerja pada malam hari dan tidak mengetahui 
ketentuan hukum mengenai perusahaan wajib menyediakan fasilitas 
antar jemput pekerja/buruh yang bekerja pada malam hari dan 
perusahaan wajib menyediakan makanan dan minuman bergizi bagi 
pekerja/buruh yang bekerja pada malam hari. 
c. Faktor penghambat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Kabupaten Trenggalek adalah lebih menitik beratkan pada 
permasalahan jamsostek, upah, wajib lapor perusahaan dibanding 
fasilitas hak antar jemput bagi pekerja perempuan yang bekerja pada 
malam hari dan penyediaan makanan dan minuman bergizi. 
B. Saran 
1. Saran yang perlu diperhatikan bagi pihak Perlindungan Hukum Terhadap 
Pekerja Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari Menurut Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ( Studi Kasus Di PT. 
ADMIRA Kabupaten Trenggalek ) adalah : 
a. Pihak Pengusaha 
Pihak pengusaha diharapkan tidak hanya mementingkan dari segi 
ekonomi saja melainkan lebih mementingkan keselamatan bagi pekerja 
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perempuan yang bekerja pada malam hari dengan memberikan fasilitas 
antar jemput khususnya pekerja perempuan yang bekerja antara pukul 
23.00 sampai dengan 07.00 dan menyediakan makanan dan minuman 
bergizi sekurang-kurangnya 1400 kalori. 
b. Saran yang diperlu diperhatikan bagi pihak pekerja perempuan malam 
di PT. Alam Damai Mitra Raya (ADMIRA) Kabupaten Trenggalek 
adalah hendaknya lebih mementingkan keselamatan kerja dalam 
bekerja pada malam hari dan mementingkan kesehatan dengan 
menerima makanan dan minuman bergizi. 
2. Saran yang perlu diperhatikan bagi Pemerintah khususnya Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Trenggalek adalah : 
a. Lebih meningkatkan pengawasan kepada perusahaan khususnya bagi 
usaha yang memperkerjakan pekerja perempuan yang bekerja pada 
malam hari, dalam hal ini PT. Alam Damai Mitra Raya (ADMIRA) 
Kabupaten Trenggalek yang tidak menyediakan fasilitas antar jemput 
dan tidak menyediakan makanan dan minuman bergizi. 
b. Dilakukan pembinaan terhadap pekerja perempuan yang bekerja pada 
malam hari dan pengusaha dari PT. ADMIRA Kabupaten Trenggalek. 
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